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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan administrasi kasus cyber
crime pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dan untuk
mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kasus Cyber
crime pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Tipe penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapdaat
pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan
dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan menganalisa sehingga
diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun
informan penelitian dalam penelitian ini adalah 1 orang Kasubdit, | Orang Kanit,
1 Orang Panit dan | orang Banit sebagai informan kunci, 3 orang pelapor sebagai
informan pendukung. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari
pengumpulan data, reduksi-.data, penyajian-data, dan penarikan kesimpulan.
Pemeriksaan keabsahan data"| dilakukan-.dengan triangulasi sumber. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada
saat penerimaan laporan kasus cyber Crime seperti kurangnya bukti dukung dari
pelapor, kurangnya pemahaman pelapor terhadap prosedur pelaporan kasus
Cyber crime dan kurangnya kompetensi petugas pelayanan dalam bidang Cyber
crime. Ruang lingkup « kejahatan cyber crime bersifat universal melintasi batas
negara sehingga sulit untuk di deteksi pelaku dan hukum yang berlaku. Adapun
indikator dalam standar pelayanan pada penelitian ini yaitu (1) Prosedur
pelayanan (2) Waktu penyelesaian (3) Biaya pelayanan (4) Produk layanan (5)
Sarana dan prasarana (6) Kompetensi petugas.

Kata Kunci : Pelayanan administrasi , Kasus Cyber crime, Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Riau
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Sebagian besar ahli menyebutkan hukum pidana adalah jenis hukum

yang termasuk pada hukum publik mengingat sifatnya yang mengatur hubungan

antara warga negara masyarakat dengan negara.

gas pertama

si oleh Kitab

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman
terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial
yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-

ketegangan sosial dan juga merupakan ancaman riil atau potensial bagi

berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan
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atau masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu,
tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat didunia,

Renja (2022).

alisasi  ini, perkembangan nologi sangatlah pesat,

peningkatan cukup tinggi, modu uga kian beragam, seperti oknum yang
meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi covid-19,
pencurian data dan pembobolan rekening serta kasus investasi bodong yang lagi

viral saat ini aplikasi trading binary option binomo, quotex, edccash termasuk

dalam instrumen investasi bodong karena tidak terdaftar dalam Bappebti (Badan
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Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Hal ini merupakan hal yang harus

di waspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini tidak memandang

siapapun.

Riau memb . : ] 12 dunia maya
terutama me ' ; : inforn a C TE). Unit itu
adalah Ora hdit) V mana unit tersct bawah Direktorat

Reserse a i mengemban

Polda Riau, sehingga amanat dang-undang yang diemban oleh Kepolisian
telah memberikan kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya.
Untuk itu harus ada tuntunan dan pedoman yang melekat pada setiap anggota
Polri dalam mengemban dan menjalankan tugas serta wewenangnya tersebut.

Dukungan masyarakat Riau terhadap Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus



sebagai salah satu sarana dan prasarana penegakan hukum sangat diperlukan,
dengan demikian Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Riau harus

dapat menciptakan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam
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2024. Terwujudnya penegakan sug asi hukum dengan penyelesaian kasus

tindak pidana yang terjadi sesuai peraturan undang-undang yang berlaku dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan terselenggaranya dukungan
manajemen dan teknis  penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam

penyelesaian Tindak Pidana Cyber crime.



Target pelaku dalam Cyber Crime adalah device, hardware, software dan
data personal dari korban. Sifat dari cyber crime ini adalah baik pelaku maupun

korbannya sama-sama invisible atau tidak terlihat, hal ini yang membuat jenis
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kejahatan Cyber crime di Provinsi Riau berdasarkan data Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Riau selama tiga tahun terakhir tindak pidana terhadap
cyber crime mengalami peningkatan dan penyelesaian kasus Cyber crime di Polda
Riau juga mengalami kenaikan. Tahun 2019 Tindak pidana Cyber crime di Polda

Riau sebanyak 28 kasus dan kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 9 kasus
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dengan tingkat persentase sebesar 32 %, Tahun 2020 Tindak pidana Cyber crime
di Polda Riau sebanyak 34 kasus dan kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 22
kasus dengan tingkat persentase sebesar 65 %, Tahun 2021 tindak pidana Cyber

crime Polda Riau se ak 32 kasus. Kasus yang h deselesaikan sebanyak 25

kebijaksanaan umum yang ditetap oleh Presiden dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Secara teoritis, hal-hal yang membuat sistem pemerintahan daerah lebih
efektif dan efisien adalah birokrasi pemerintah daerah lebih sederhana daripada

pemerintah pusat dan dari segi pelayanan publik pemerintah daerah lebih
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dekat dengan masyarakat, sehingga lebih mudah, murah dan cepat. Selain itu
segala permasalahan di daerah, penyelesaiannya akan lebih mudah dan cepat

dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat membuat

perencanaan, strat k. mengatur hal-hal yang

senantia; : : ’ ang memiliki
keanekaraga epentingan da tujuan. : bentuk organisasi

pelayanannya, mal g e : nberikan bantuan

dan kem

ogram pemerintah di dalam
menjalankan ketiga fungsi peme aitu sebagai pelayan masyarakat (public
service function), pengelola pembangunan (development function), dan
memberikan perlindungan (protection function). Langkah awal yang perlu

dijalankan pemerintah daerah agar pelayanan publik lebih optimal adalah

mulai melaksanakan pembenahan struktur organisasi pelayanan menuju



struktur yang lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif, serta
memperbaiki sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan pemerintah daerah harus mendorong terjalinnya komunikasi yang

konstruktif,

)
ﬁ ﬁw Polda Riau.
= .
- dalah sistem
=
0w O a kasus yang
<
E = mpur dengan

=
= S on oleh pihak
= E. um dan mana
1]
<
1%
H
E. Nomor 8 Tahun

AP disay yepepe
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atau pelapor akan diambil
keterangannya untuk dituangkan dalam format berita acara berdasarkan apa yang
dilaporkan. 4. Setelah diterima laporannya masyarakat akan diberikan Surat Tanda
Penerimaan Laporan. 5. Masyarakat tidak dipungut biaya apapun. Atau juga bisa

melaporkan tindak kejahatan cyber crime dengan via telephone dan via email.
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Serta terkendala faktor SDM dikepolisian yang menanggani kasus kejahatan cyber

crime karena disetiap Polda sampai Polsek baru sebagian kecil yang menangani

kasus cyber crime karena terkendala faktor SDM yang belum siap.
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gelar perkara untuk menentuka h laporan polisi dapat ditingkatkan ke
tahap penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti bila ada, melaksanakan
pemeriksaan saksi, mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP) kepada korban baik secara online maupun melalui surat

resmi, melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah terhadap terlapor
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dapat ditingkatkan menjadi tersangka dan menentukan apakah terhadap tersangka
dilakukan pemanggilan atau penangkapan. Hambatan dalam pelaksanaan

Pelayanan Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Medan Baru dan solusi yang

terlapor dalam

idikan.

Surat Perintah

penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.
Masalah yang sering terjadi dalam penyelesaian kasus di Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Riau masih belum optimal dan sisa kasus yang

belum terselesaikan di tahun tersebut menjadi tunggakan kasus. Banyak faktor
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yang mempengaruhi antara lain faktor kepemimpinan, kinerja personil,

pendidikan, pelatihan, sarana prasarana, dan lingkungan kerja. Faktor yang

dominan mempengaruhi belum optimalnya penyelesaian kasus Cyber crime ini

ber crime pada

1.

2. Apa kendala yang dihadapi da ayanan administrasi kasus cyber crime
pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini

bertujuan untuk :
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1. Mengetahui prosedur pelayanan administrasi kasus Cyber crime pada
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kasus

ALUISS M “

atas maka

bahan studi
elitian pemikiran

pengembangan

Hasil penelitian ini dapat di g an sebagai media referensi bagi peneliti
selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang

sama, yaitu Pelayanan administrasi.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

pengambilan
anya sehingga
atu organisasi
itan ini, bukan

organisasi

Menurut Stephen P. Robbins (2009) menyatakan bahwa Organisasi adalah
kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan
yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus

untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

14
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Menurut Sufian (2003) mengatakan “organisasi adalah sarana atau alat
mencapai  tujuan”, maksudnya adalah dengan adanya organisasi maka

memudahkan untuk menjalin kerjasama yang tertata, yang terstruktur, sehingga

melaksanakan

ormal dan
~
ﬁ ﬁ' alam Sufian
= z
= .
a ¢ | |
® O Organ juga sebagai
E- E. :r asan yang di
= E ﬂ adalah segala
S5 “
B, W2
é # proses
H
ﬁ. ' 'ﬁ ganisasi, sumber

%
ﬁ ' publik merupakan

AP disay yepepe

nenyj wejsy se)

kepuasan bagi pemiliknya.

Luther H. Gulick Koordinasi Melalui Struktur Organisasi (1937) dalam
Ahmad (2015), mengemukakan teori tentang koordinasi melalui desain organisasi.
Pandangan teoritiknya ditulis dalam kertas kerja yang berjudul “Papers on the

Science of Administration” yang disuntingnya bersama Lyndall Urwick. Gulick
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memfokuskan analisisnya pada cara dimana koordinasi dapat dicapai melalui
prinsip fungsional dan prinsip skalar.

Menurut Gulick dalam Ahmad (2015), organisasi sebagai suatu cara

koordinasi memb an pengembangan suatu Sis otoritas dimana maksud

publik merupakan kesatuan sosia dikoordinasikan secara sadar, dengan

sebuah batasan yang relatif dapat di identifikasi, yang bekerja atas dasar yang

relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
Menurut Ndraha (2003) ukuran membantu kerja terhadap organisasi

pemerintahan yaitu :
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a. Efesiensi, yaitu untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur kebaikan
mencapai tujuan.

b. Efektifitas, yaitu jika didefenisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian

wewenang didalam penyelenggaraa cla publik, dilandasi dengan
pengaturan hukum yang menduku
2.1.1.1 Tujuan Organisasi Publik

Tujuan Organisasi Publik Negara berkewajiban melayani setiap warga

negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam

kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakan
upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk

serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan

umum dan pembangunan teruta vada unit-unit kerja pemerintah pusat dan
daerah, schingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku
pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era

reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif

dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.
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2.1.2 Konsep Administasi

Administrasi berasal dari bahasa Latin Ad = intensif dan administrare =

melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha

08) “administrasi

diartikan seb : lementasi kegiatan

kelompok menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja

akademik dan teoritik.
Menurut Siagian dalam Zulkifli (2005) Administrasi adalah keseluruhan

proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
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tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Jadi dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi
juga sebagai kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh orang atau

sekelompok orang k san yang telah diambil

tuk mencapai

efisien adalah

mengatakan rasional secara objektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk
kepentingan organisasi.
2.1.2.1 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani)
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““

yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ ministrate” yang berarti “to serve”
yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan

berpikir, perasaa : i i ' ang benar dan baik

berdasark ‘ i ‘,‘ ‘m\ a .‘. am Pasolong
¢
&

‘*‘
:F’.
@

juga

vl
=

bagaimana
pemerint ran . sebaga goal yang asa atau sebagai
regulator, yang aktif S ngatur atau mengambil

langkah , 2 : e cka pen au baik untuk

keseluruhan dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang memiliki aturan dan terdiri
dari beberapa orang yang terlibat didalamnya. Istilah administrasi sebagai
administrasi perkantoran dan manajemen perkantoran. Terdapat dua pengertian

administrasi yaitu :
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a. Dalam arti sempit administrasi adalah suatu kegiatan penyusunan dan
pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan

untuk menyediakan berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk

.=
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=
3
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dibandingkan dengan pelayz

swasta.
b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat
monopoli atau semi monopoli.

c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi
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negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan
peraturan.
. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh

harga pasar, ti seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang

1 vdwnyo(]
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tempat.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :
. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam
sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang

mendorong orang berperilaku.
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b. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan- perubahan
di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi.

Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan

koreksi dan memperbaiki proses pemerintahai

pada usaha-
ai tujuan ini,

ng terjadi di

Teori Hubungan Manusia.

Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan
penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji
hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap

norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja
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individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tidak memacu pekerja

untuk bekerja lebih produktif.

Teori Pengambilan Keputusan.

Dalam peng ilan keputusan para pemikiz, menyarankan untuk

AR

’
’
e
’ |
a ' sistem yang

Teori Kontigensi.

Pada awalnya teori ini dipergunakan padapengembangan orangnisasi yang
dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan.
pada situasi khusus. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan

Teori kontigensia diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang
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melekat dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan

oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya, Siagian (2009).

ebagai segala
ayanan publik

aupun pelaksanaan

Pelayanan pada hakikatnya ada serangkaian kegiatan, karena itu proses
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi

pelayanan.
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Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk
(2011) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
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Dapat disimpulkan pengertian pelayanan administrasi adalah bentuk
pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan
oleh masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan

dan lain-lain. Di Indonesia Pelayanan adminstrasi pemerintah seringkali
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digunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi
pelayanan perizinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik.

Pasalong (2011) mendefinisikan Administrasi adalah rangkaian kegiatan

menyatakan
dimensi
)
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Layanan dengan lisan dilak leh petugas-petugas dibidang Hubungan
Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi, dan bidang-bidang lain
yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa pun
yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang

diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu :
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a. Memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan dengan lancar,
singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang

gjelasan mengenai sesuatu.
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¢. Memperlancar urusa ghemat waktu bagi kedua pihak, baik
petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan,
d. Menuntun orang ke arah yang tepat.

3. Layanan dengan perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-
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petugas yang memiliki faktor keahlian dan keterampilan. Dalam kenyataan
sehari-hari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara

layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena

| pembuatan

da kendaraan

Pelayanan jasa adalah segala s pelayanan dalam bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat. misalnya: jasa dokter, teller, pilot, guru, jasa pos
perawat, dan lain- lain.

2.1.3.4 Pelayanan Publik

Istilah publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti umum,
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masyarakat, Negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima dalam bahasa
Indonesia baku yang menjadi publik yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
berarti umum, orang banyak, ramai. Kemudian pengertian pelayanan publik dapat

diartikan sebagai mberian layanan (melaya eperluan orang yang

(e

a9
)
<
()
on
&
=

SLE
5
:
5

1 rangka upaya

anan ketentuan

AL LN T Y

tahun 2003 diuraikan bahwa Insta emerintah sebagai sebutan kolektif yang
meliputi satuan Kkerja/satuan organisasi kementrian, Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi dan Tinggi
Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi penyelenggara
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pelayanan publik. Sedangkan penguna jasa pelayanan publik adalah orang,
masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari

instansi pemerintah.

2.1.3.5 Kualitas Pelayanan Publik

kualitas

Pengetahuan, kesopansantunar n kemampuan para pegawai lembaga
menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Hal ini meliputi beberapa komponen
antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan
(security), kompetensi (competence) , dan sopan santun (courtesy).

d. Bukti langsung (tangibles)
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Kemampuan lembaga menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.
Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik lembaga yang dapat

diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari

pribadi yang
mi keinginan
epastian waktu

pkan memiliki

tercermin dari :

a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.
c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
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1. Tim Standar Pelayanan menyiapkan konsep Surat Keputusan Pimpinan

Penyelenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan dan dilampirkan
rancangan standar pelayanan yang telah diperbaiki.
2. Konsep Surat Keputusan terlebih dahulu diparaf oleh seluruh anggota Tim

Standar Pelayanan sebelum ditandatangani oleh Pimpinan Penyelenggara.
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3. Pimpinan penyelenggara yang berwenang menandatangani konsep surat
keputusan tentang standar pelayanan adalah kepala unit pelayanan yang
bersangkutan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan jenis pelayanan.

standar
claksanaan

S pengajuan

ukuran yang
edoman yang

wajib ¢ dan menjadi

pedoma; ohonan serta

sebagai atas kinerja

penyeleng

meningkatkan kualitas pelayanan.

Standar Pelayanan Publik Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus
memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
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pemberi dan atau penerima pelayanan.
Standar pelayanan publik menurut keputusan Menteri PAN Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi :

1 permohonan

sesuai dengan

ditetapkan contohnya tersedian ayanan scara online dan adanya layanan
konsultasi dan pengaduan yang mudah dilaksanakan.
5. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik. Tersedinya sarana dan prasarana seperti
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ruang pelaporan yang nyaman, ruang tunggu yang aman, tersedinya tempat
ibadah, tersedinya toilet yang memadai dan tersedianya tempat parker bagi

pelapor.
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jalur telepon, wireless, satelit.

2.1.4.1 Pengertian Cyber crime
Istilah Cyber crime di Indonesia dipakai oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai istilah dalam menangani tindak pidana dunia maya, dalam

kebutuhan dan penggunaannya akan teknologi informasi yang diaplikasikan
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dengan internet, dalam segala bidang seperti e-banking, ecommerce, e-
government, e-education dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang biasa.
Bahkan apabila masyarakat terutama yang hidup di kota besar tidak bersentuhan

dengan persoalan te ogi informasi dapat dipand erbelakang. Internet telah

didukung oleh sistem telekomunika jalur telepon, wireless sistem.

Menurut Safitri dalam Wahid dan Labib (2010) kejahatan dunia maya
adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi
informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah

rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi
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dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh
pelanggan internet.

Berdasarkan pengertian ahli maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan
dunia maya atau C

crime umumnya menga ada aktivitas kejahatan

~
1]
-
-
=
=
S g
xS
8 =
® 3
; g
B »
< o
o 2
&
5 =
2
wn =
=
T 2
:"JT = gan erat dengan
E = penggunaan dan jaringan
? telekomunikasi ini, pokan mengenai kejahatan
g cyber crime, dalam beberapa dan praktiknya dikelompokkan dalam

beberapa bentuk sebagai berikut :
1. Unauthorized access to computer system and service
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu

sistem jaringan secara tidak sah tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari
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pemilik sistem komputer yang dimasuki.

2. lllegal Contents

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet

yang
dimiliki pihak lain di inte pagai contoh adalah peniruan tampilan
pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu
infomasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan

sebagainya.

7. Infrengments of Privacy
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Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal
yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukan pada
ditunjukan terhadap keterangan sescorang pada formulir data pribadi
yang tersimpa

ara computerized, apabila ctahui orang lain akan

etis tersebut

pat dipastikan

apapun yang
mengakibatkan
g, barang, harga

ng lebih besar

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi
dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara
dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi

penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.

Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang
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bersangkutan dinamakan ‘“negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan
pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan
imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan
kepolisian untuk jalankan tugas

tangan melakukan penindasan

Polri itan engan | ah satu fungsi
pemerintaha ara pemeli . caln ketertiban
masyara gaka , perli gan, pengs n pelayanan pada
masyarak 1 ar negeri yang
meliputi a ) : i akat, tertib dan
dan pelayanan

enjunjung tinggi

Nomor 2 Tahun 2002 yaitu seba satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara

tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-undang tahun 2002

adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan



1 vdwnyo(]

un ueeyeisndidg

ISJI9AI

AP disay yepepe

nery wejsy sej

43

hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas -tugas pokok kepolisian tersebut
tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Melaksanakan ygaturan, penjagaan, penga n dan patroli terhadap

6. uka : an dan pembinaan t adap kepolisian

kedokteran  kepolisian,

laboratorium forensik, dan ps kepolisian untuk kepentingan tugas
polisi.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
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10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani
oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam

mengancam

kewenangan

Mengambil sidik jari dan ide ya serta memotret seseorang.

9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat.
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12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

. Mendatangkan orang ahli ya liperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.



1 vdwnyo(]

un ueeyeisndidg

IS.JI9AI

AP disay yepepe

nenyj wejsy se)

46

2.1.4.4 Peran POLRI dalam penanganan Kasus Cyber crime
Penanganan kasus Cyber crime berpusat di Bareskrim Polri berada di
Direktorat Tindak Pidana Siber (DIT TIPPIDSIBER) dan bertugas untuk

melakukan penege hukum terhadap kejahe siber. Secara umum,

uter crime dan

elektro

situs we

data (da ation r-related adalah kejahatan siber yang
- o 3 =

menggunaks nputer sebagai alat bantu, se afi dalam jaringan

(online por ph e ala Jiri e), pencemaran

dengan beragam kemampuan da as pendukung, salah satunya yaitu
laboratorium digital forensik. Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber telah
meraih ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang

komputer forensik yang memenuhi standard mutu dalam hal manajerial dan teknis

pemeriksaan barang bukti digital. Oleh karena itu, Dittipidsiber juga melayani
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pemeriksaan barang bukti digital dari berbagai satuan kerja, baik dari tingkat
Mabes hingga Polsek.

Pada Provinsi Riau untuk penanganan kasus kejahatan cyber crime

Penyidikan kejahatan yang bungan dengan Hak atas Intelektual
(Pirated Software, rekaman suara, merubah tampilan website).
2.2 Kerangka Pemikiran

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau merupakan organisasi

yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan hukum
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di wilayah provinsi Riau. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan
pelayanan administasi kasus Cyber crime di Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Polda Riau, maka dilakukan penilaian pelayanan publik terhadap

memadai oleh

berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku
yang dimiliki petugas pelayanan.
Dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan apa saja kendala yang di

hadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dalam pelayanan

adminitrasi kasus cyber crime. Maka untuk lebih mudah memahami inti dari



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

49

penelitian ini, peneliti menggambarkan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran

sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pelayanan Administrasi Kasus Cyber Crime pada
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Tahun 2021 telah banyak

dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :
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Eko Juliyanto (2020), Cyber crime merupakan tindak pidana yang terjadi
di dunia maya yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Di Indonesia
sendiri ini adalah tindak pidana yang baru dan butuh penanganan khusus. Subdit

Siber Direktorat R e Kriminal Khusus Polda

t adalah Instansi yang

de pendekatan

Siber, Perwira

elfare. Berdasarkan
Penyidik Cyber crime di Subdit orat Reserse Kriminal Khusus Polda
Sulawesi Utara belum dilakukan secara profesional karena Profesionalisme
Penyidik cybercrime yang ada di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Sulut masih kurang dari segi Well Motivation, Well Education dan

Well Equipment. Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan saran
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yaitu agar pimpinan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dapat memberikan
motivasi dengan memberikan reward terhadap anggota yang dapat menyelesaikan

kasus, Pimpinan dapat menambahkan personil atau anggota yang ada di Subdit

)

ﬁ nrut undang-
.-

- n':f mengayomi,
WA

E = ‘f stri 4.0 yang
<

E = sebut, POLRI
o] g i memberikan
= =, berkembang
1]

- dap Polri

T p Polri yang
H

E_ an cyber crime.

AP disay yepepe

nery we[sy sej

AHP, analisis SWOT, dan studi pu {asil penelitian adalah terbentuknya 10
strategi kelembagaan lengkap dengan pelatihan TIK personel Polres dan Polsek
dalam meningkatkan kemampuan penyidikan cyber crime. Kesimpulan pada
aspek diklat, POLRI harus menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan

masyarakat.dengan fokus pada aspek peningkatan kompetensi, kerjasama dan
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pengelolaan diklat dengan stakeholders terkait.
Supono, S. (2018) menyatakan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di
Direktorat Reserse Dan Kriminal Khusus Polda Di Yogyakarta dengan hasil

penelitian menyeb g bahwa Penelitian ini bert j intuk mengetahui upaya-

dari Grand Strategy Polri, dan pro Quick Wins” yang bertujuan pelayanan
publik untuk mana manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, dapat
direalisasikan serta hasilnya dapat diukur dalam kurun waktu tertentu, Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dengan merubah pola pikir dan budaya

kerja aparat, merubah sistem dan mekanisme kerja dan transparansi pelayanan
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publik sudah dijalankan dengan cukup baik, walaupun masih banyak diketemukan
kendala-kendala. Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat
Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah D. 1. Yogyakarta adalah budaya

kerja dan pola piki goota kepolisian, sistem dam mekanisme kerja serta serta

layanan Publik,

Acara Pidana.

penerimaan pengaduan, pengecekar pat kejadian perkara, penerimaan laporan
polisi, melaksanakan Visum Et Revertum bagi korban yang mengalami luka,
pemeriksaan korban, melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah
laporan polisi dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, melakukan penyitaan

barang bukti bila ada, melaksanakan pemeriksaan saksi, mengirimkan Surat
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Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban baik
secara online maupun melalui surat resmi, melaksanakan gelar perkara untuk

menentukan apakah terhadap terlapor dapat ditingkatkan menjadi tersangka dan

sadar, dengan
erja atas dasar

bersama atau

peraturan perundang-undanga

3. Administrasi ~ Publik  adalah  perencanaan, pengendalian, dan
pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang
melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah diitetapkan.

4. Pelayanan Administrasi adalah adalah bentuk penyediaan dokumen
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pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. misalnya pelayanan

dalam hal pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah,

surat tanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan lain- lain.
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Tabel 2.1 Operasional Variabel analisis kinerja personel Subdit Cyber
Crime dalam penanganan kasus pada Direktorat Reserse
KriminalKhusus Polda Riau

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
4

T'ersedianya Sarana
ersedianya

2. Pengetahuan dan
keterampilan yang
sesuai
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

yang erlu adanya analisis secara alam. Maka pendekatan kualitatif akan
lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam
terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Menurut Sugiyono
(2017) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama dalam

mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau

57
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objek penelitian.
3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polda Riau Jalan Pattimura Nomor 13
pada Subdit V untuk

khususnya pada Ditreskrimsus Polda Ria

dengan

judul  penelitian.

Selengkapnya dapat dilihat pada tak 1"di bawah ini :
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Tabel 3.1: Populasi dan Sampel

No Responden Populasi Sampel Persentase

Informan kunci

Kasubdit V Ditreskrimsus 100 %

100 %

33%

12 %

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi
pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa
dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan Kinerja  Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dalam penanganan kasus Cyber crime.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknk pengumpulan data penelitian ini dengan cara di bawah ini :
a. Wawancara

digunakan sebagai teknik® pengumpulan data apabila

semua ilmu pengetahuan. Para an hanya dapat bekerja berdasarkan data,
yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung
dilapangan, yaitu di lingkungan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Polda Riau.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis

7

A LA k)

j72] o
£ B
= =
g 2
-
) ‘v
i\““*‘
-

dalam kegiatan pengumpulan data collection), reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau

verfikasi (conclutions).

1. Reduksi data
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Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian
padapenyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi

ema atau

~
1]
-
-
- 2.
=
- g yang berguna
x =
g g eluruhan atau
= g maka akan

=, canakan kerja
o=
1]
;Fb Batasan yang
H
ﬁ. 1 yang tersusun

AP disay yepepe

nenyj wejsy se)

Penarikan kesimpulan yaite akukan verifikasi secara terus menerus
sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi
penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk
menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan
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kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil
penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah
difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan

mengenai keben dari penyimpulan itu snya berkaitan dengan
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3.7. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian akan dilaksanakan mulai dalam pembuatan tesis ini
sampai dengan selesai selama masih diperlukan maka jadwal penelitian akan
ai dari bulan November

berjalan. Diperkire elama kurang dari 6 bulan di

Penggandaan
Tesis
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BAB 1V

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kepolisian Daerah Riau

958, Riau yang

< T Yy

{@ .‘ Py si Sumatra

menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.
Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang
di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisaris

Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan

65
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tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres
Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis
bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan

Riau bermarkas di n. Riau. Berdasarkan Surat

jung Pinang meliputi Kep

langkah-langka ? akan dala : g dan melengkapi
organisasi Kepe iat Rie e ahkan beberapa anggota

. % . . .
dari kantor [ 3 an | an Komisariat Riau.

kantor Kepolisian Resort Kepulaua

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi
Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di
kenal dengan mess I dan mess II. Dengan keluarnya otoritasi noodink wartening

tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah
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bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk
kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk
perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di JI. Kijang

Tanjung Pinang.

daerah
dan Di ; : a : nya harus di
pinda an Pinang menampung segala
persoala
tersebut : ; n a1 Mer )/PM/59 tanggal 22

Agustus anit ent: ny ﬂ at daerah, yaitu

interdepartemental daerah di Pecka ewakili KPKOM, untuk menghadapi
segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di

samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat

yang meliputi Indragiri,
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Bengkalis, dan Kampar. Realisasi pemindahan para pegawai Polisi
Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari
hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang,

KPKOM Kombes Pol R Sa n KPKOM Riau AKBP H

termasuk tiga org

kepada
awai dari Tanjung

iatan kepolisian

ey

26 Juni 1961. Semua ang a d ut dengan kapal laut dan
pesawat udara AURI. Setelah seles ndahan seluruh pegawai dan peralatan
dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan
yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian
Komisariat Riau terpencar di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut

Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres
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Kampar di JL Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di JI. A. yani). Kabag

IT dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan

stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan

ng permanen.
tor kepolisian
perwakilan P

Riau berada di

wilayah seluruh Propinsi Riau nasnya 94.562 Km, dengan penduduk
berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang

membawahi 10 distrik dan 21 sektor.
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4.1.1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau berdiri pada April 2011
yang mana dahulu tergabung dalam satu struktur oganisasi yaitu Direktorat

Reserse Kriminal. P ahun 2011 Direktorat Rese iminal dibagi menjadi 2

ana tugas pokok

Khusus Polda

Kriminal Khusus Polda Ria pembinaan teknis, koordinasi, dan
pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh Bagbinopsnal,
pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus, pengumpulan serta
pengolahan data yang menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.
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4.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DITRESKRIMSUS POLDA

RIAU

sebagaimana

orat Reserse dan

Pidana Sumdaling, Tindak P utla, Tindak Pidana Cyber Crime dan
Tindak  Pidana Korupsi yang merugikan negara dan menjadi atensi
dimasyarakat.

4) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan

proporsional dengan menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Asasi
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manusia dalam rangka memberantas kejahatan bersama-sama dengan

masyarakat dan seluruh instansi yang mewakili, kewenangan kepolisian

terbatas untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadilan di

5) i 1 an | al pen , nanganan kasus

6) e i 1 Dire ¢ 2 usus Polda

kan organisasi,

>serse Kriminal

1) cayae yarakat terhadap Polri dalam bentuk kepuasan

2) Menurunkan angka pelanggaran hukum dan Indeks Kriminalitas serta
meningkatkan penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman

masyarakat.
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3) Terwujudnya peningkatan kepada masyarakat terutama di bidang pelaksanaan

penyelidikan dan penyidikan kasus yang dilaporkan ke Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Riau, guna memungkinkan masyarakat mempunyai

4) ! idana ak Pidana Indag,

o T
o
o
g
v
chus
o

5) s Polda Riau
5; an hukum dan

[ ‘? na Khusus.
6) : nanganan kasus
s-kasus khusus lainnya.
7) i : 1 s Polda Riau yang
pelanggaran hukum dan

D. Sasaran Prioritas Direktora se Kriminal Khusus Polda Riau

Sasaran Prioritas yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan,
ketertiban dan pelayanan secara optimal kepada masyarakat melalui upaya
penegakan hukum dibidang kejahatan khusus, kejahatan transnasional, kejahatan

terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berdampak terhadap Lingkungan,
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Ekonomi, Perdaganagn, dan Siber dengan sasaran tahun 2020-2024.
Terwujudnya penegakan supremasi hukum dengan penyelesaian kasus
tindak pidana yang terjadi sesuai peraturan undang-undang yang berlaku dan

menjunjung tinggi asasi manusia dan terselenggaranya dukungan manajemen

dan teknis Q“%"Q u h““ﬂﬁ&‘ @ &‘ indikator sebagai

iﬁlo R

1.

sil Penyidikan
2 aitu  Persentase
3.
4.

E. Arah Kebijakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau
Untuk mewujudkan  pencapaian sasaran prioritas Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Riau tahun 2022, maka arah kebijakan sebagai berikut :
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1) Sasaran Strategis “Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan”,

melalui Sasaran Prioritas dan Arah kebijakan sebagai berikut :

Meningkatkan penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Khusus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memiliki fungsi dan tugas

pokok sebagai berikut :
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1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah

Kapolda.

DI disay yepepe fur udwnyo(
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dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda

Riau.
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4.3 Struktur Organisasi

l DIREKTUR .

4.1 Gambar Struktur Organisasi
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4.4 Fungsi dan Tugas Pokok
1. Tugas Pokok Direktur Reserse Kriminal Khusus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dipimpin oleh Direktur

Sipil, disingkat

anggaran, manajemen Sarpras S dan kinerja, serta mengelola
keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Subbagrenmin dipimpin oleh
seorang Kompol (Komisaris Polisi) dan beranggotakan 2 orang dengan

pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), 3 orang Inspektur Polisi (IP), dan 3
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orang Bintara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas,
Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain

Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel,

b)
&
- ©)

g .
- d) pengendalian,
=
o O SAI  serta
S
0o =
& =
ot g e)
=0
- = f) Satker dalam
1]

;g ﬁ 1, program, dan
H
wh
[~

AP disay yepepe

nery wejsy sej

pelaksanaan program bidang e criminal khusus di lingkungan Polda.

b) Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan
administrasi umum personel dan materiil logistic.

¢) Urusan Keuangan (Urkeu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan

pelayanan keuangan.
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d) Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan
ketatausahaan dan urusan dalam
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Operasional Bagbinopsnal,, ini mempunyai tugas

‘g

ALRALARNY

\ &

BTN )
<"

=1

(U]

&

=

a

T

o

g

informasi dan
al Khusus Polda

Bagbinopsnal

kewilayahan.
¢) Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara.
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d) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan

dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Polda Riau.

operasi, penyiapan 1ini i operasi, dan

perkara, dan

idikan. Pada

2) ¢ 5 S ev), yang  bertugas

engolah data, serta

menyajikan inform: kumen 1 Subbagnev terdapat seorang

Komisaris  Polisi (Kompo jabatan IIIB dan seorang Ajun
Komisaris Polisi (AKP) dengan jabatan IVA.

3. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik)

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses

penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus
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Polda Riau serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait
dengan proses penyidikan. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik dibantu

sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu

(S

khusus terkait

wab pengaduan

AL I LT

e. pidana khusus
Reserse Kriminal
f. cian Pengawasan Penyidikan

(Bagwasidik) dibagi menjad mit yaitu Unit A (pengawasan Subdit
I dan Subdit II), Unit B (pengawasan Subdit III), danUnit C (pengawasan
Subdit V), Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwasdik) terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan
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Bagian pengawasan (Bagwasdik) dipimpin oleh Kepala Bagian
Pengawasan Penyidikan yang terdiri dari satu orang Polisi dengan

pangkat Ajun Komosaris Besar Polisi (AKBP) dan jabatan eselon IIT A.

ELLCY

Negeri Sipil,

oordinasi dan

‘ gan

b S\

teknis dan

2) Pemberian bimbinga s dan taktis penyidikankepada PPNS.

3) Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS dibantu oleh :

a. Subseksi  Bantuan  Penyidikan  (Subsibansidik),  bertugas

memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Subseksi
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Bantuan. Penyidikan (Subsibansidik) dipimpin oleh seorang
Kepala Subseksi Bantuan Penyidikan (Kasubsibansidik) dengan
pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan jabatan eselon IVA.

Pembinaan Kemampuan Subsibinpuan),  bertugas

an tindak pidana.

c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdit dibantu oleh dua Unit

yaitu Unit I dan Unit Il yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan
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fungsi Subdit. Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.erdapat lima

Subdit yaitu :

1. Tugas Pokok Subdit I/Ekonomi

)

1]

-

= o

- adi di daerah

=

o O

= S

g = gan ketentuan
=

= 3

g .

- = yelidikan dan

1]

-

1"

H

ﬁ. umlah unit yang

AP disay yepepe

1.

2.

nery wejsy sej

3. Unit [II/Industri, Pangan dan ungan Konsumen
4. Unit IV/Perdagangan dan Karantina
3. Tugas Pokok SUBDIT I1
Subdit II Perbankan, dan Money Laundering adalah salah satu bagian/sub

dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang bertugas melakukan
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penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Perbankan, Pencucian uang dan
kejahatan maya yang terjadi di daerah hukum Polda.

Subdit II Perbankan, dan Money Laundering menyelenggarakan fungsi :

1. senyidi i i an, pencucian uang yang

2. ketentuan

perbankan,
3 elidikan dan
Dalam : an ¢ : dit an, oney Laundering

j1aan tugas dan

kejahatan di bidang dokume
3. Unit llI/Money Loundry
Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

pencucian uang.
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4. Tugas Pokok SUBDIT III
Subdit IIT Tipikor adalah salah satu bagian/sub dari Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Riau yang bertugas melakukan penyelidikan dan

dibantu oleh

fungsinya. Unit

Unit ini bertugas melakuka elidikan dan penyidikan terhadap kasus
kejahatan Dana Kredit Usaha.

c. Unit III/ Dana bantuan

Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

kejahatan Dana Bantuan.
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d. Unit [V/Dana Pembangunan dan Proyek
Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

kejahatan Dana Pembangunan dan Proyek.

"~
=]
-
g =
=]
-3
a O
w:t
o Z
& =
.
E.E.
-
=]
H
w
(==

AP disay yepepe

nery wejsy sej

kejahatan yang berkaitan de chutanan dan pertanian.

2. Unit II/Pertambangan
Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus
kejahatan yang berkaitan dengan BBM Ilegal, Pertambangan Ilegal,

Pemanfaatan air bawah tanah secara Ilegal, pencurian listrik.
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3. Unit lII/Lingkungan Hidup
Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

kejahatan yang berkaitan dengan kesehatan, pelanggaran dibidang

dap kasus
)
2 pekerja,
.-
=
=
e o 5. Tugs
= 3
0o =
=
; S pidana khusus
E_ =t
< " :
(e} perkara sesuai
H
ﬁ_ n tindak pidana.

AN disay yejepe

nery wejsy sej

masyarakat dan tindaka canannya, serta pengkajian efektifitas
pelaksanaan tugas Subdit Cyber crime.
5. Menyelenggarakan pembinaan fungsi dan teknis penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana Cyber crime.
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ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Pelayanan Publik Kasus Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda

0%
o
=

A

)5 b

benar-be
cyber cr

kejahatan

AL

kejahatan,

B
7.

]
o
o
2.
e
&
5

Kriminal Khusus Polda Riau us memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Menurut  Kasmir, (2005) menyatakan Standar pelayanan merupakan
dasar pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan agar dapat

membuat penerima layanan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, antara

90



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

91

lain seperti berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih.
5.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Laporan Polisi
1. Tujuan

Standar Operasioenal Prosedur (SOP) imaan Laporan Polisi

V

‘? osedur serta

Polisi.
b. Sarana dan Prasarana
1) Ruangan yang nyaman dan aman.
2) Meja dan kursi.

3) Komputer dan printer.
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4) Alat tulis kantor (ATK).

5) Alkom, telepon/faksimile.

6) Buku register dan formulir penerimaan laporan.

bukti-bukti  yang

diperlukan sebaga pidana, maka segera dicatat dalam
buku register laporan polisi Model A dan diberikan surat tanda
bukti lapor selanjutnya segera diteruskan kepada:

(1) Tingkat Mabes Polri: Karobinops Bareskrim Polri, Kabid

Bingakkum Korlantas Polri, Kasubditgakkum Ditpolair
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Baharkam Polri.
(2) Tingkat Polda :  Dirreskrimum/  sus/  narkoba,

Kasubditgakkum Ditlantas, Kasubditgakkum Ditpolair.

Seseorang yang | enyampaikan laporan/ pengaduan
tentang dugaan adanya peristiwa pidana, datang ke Petugas piket
siaga/SPKT.

Petugas piket siaga/SPKT menerima seseorang yang hendak

menyampaikan laporannya dengan sikap empati, komunikatif dan
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humanis dengan mengambil langkah tindak sebagai berikut :

a) Mempersilahkan duduk kemudian mempertanyakan maksud

dan tujuan membuat laporan/pengaduan.

peristiwa;

endukung atas

pelapor, maka Petugas piket siaga/SPKT bersama-sama
unit TP TKP wajib segera mendatangi TKP.
f) Setelah  melaksanakan  kegiatan  tersebut  petugas

pelayanan/penerima laporan melaporkan kepada Ka Siaga/Ka
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SPKT tentang adanya laporan/pengaduan masyarakat.
g) Ka Siaga/Ka SPKT meneliti dan menilai laporan dari petugas
penerima laporan/pengaduan tersebut untuk kemudian

suskan dan menentukan :

m\\\\\\‘“‘"
)

2N M)

DI disay yepepe fur udwnyo(

kepada pelapor untuk

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

menjelaskan  perkara yang
dilaporkan secara detail dan terperinci.

(b) Meminta pelapor untuk menyerahkan bukti-bukti
pendukung yang terkait dengan Laporan/ pengaduan

yang telahdilaporkan/diadukan.
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(¢) Melakukan diskusi dan tanya jawab secara mendalam
tentang perkara yang dilaporkan/ diadukan.
(3) Menyusun laporan hasil penelitian dan penilaian, yang

emuat hal-hal sebagai berika

hi unsur- unsur

%

penelitian
informasi
atau bukan
san ~ kepada

kepada yang

an konstruksi

bukti, dan hal

TSI waneeeed

N

Karobinops Bareskrim
Polri, Kabidbingakkum  Korlantas  Polri,
Kasubditgakkum Ditpolair Baharkam Polri;

(2) Tingkat Polda : Dirreskrimum/sus/narkoba,

Kasubditgakkum  Ditlantas, Kasubditgakkum
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Ditpolair.
(3) Tingkat Polres : Kasatreskrim, Kasatresnarkoba,
Kasatlantas, Kasatpolair.

4) Tingkat Polsek : Kape

pelapor/pengadu.

¢) Memeriksa kondisi kesehatan yang diduga sebagai tersangka
oleh pelapor/pengadu bila perlu melibatkan dokter kepolisian.
Untuk menentukan status yang diduga sebagai tersangka oleh

pelapor/ pengadu untuk ditingkatkan sebagai tersangka dalam
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laporan polisi yang akan dibuat, perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a) Hasil penelitian dan penilaian atas laporan/pengaduan yang

DI disay yepepe fur udwnyo(

c. Setelah membuat lapora Model A dan Model B tersebut

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

kemudian petugas pelayanan membuat berita acara wawancara saksi
pelapor.
4. Hal-hal yang harus diperhatikan :

a. Setiap laporan/pengaduan yang diduga sebagai tindak pidana wajib
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di terima oleh petugas piket siaga/SPKT.
b. Dalam penerimaan laporan/pengaduan harus dilakukan secara

humanis, simpatik, komunikatif, responsif, tidak diskriminatif dan

PAN Nomor

yaitu prosedur

dan dalam

kegiatan yang harus dilak atau  dilalui dalam sistem dan proses

penyelenggaraan pelayanan.

Untuk menunjang kepastian dan tertib dalam pelaksanaan
mekanisme/tata kerja dan prosedur, harus didukung dengan ketentuan SOP

(Standard Operating Procedures).
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Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
tahun 2012 Pasal 12 poin d yang berisi : “Mewujudkan proses pelayanan

yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau” Artinya

o
=
&
=
»
(¢
a9

AR Y

pelapor yang
bleh Direktorat

karena harus

yang menjadi penghambat p pelayanan. Dalam hal ini Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sudah mengikuti Undang-undang
nomor 8 tahun 1981 pasal 183 bagian 4 tentang pembuktian dan putusan
dalam acara pemeriksaan yang berisi “Alat bukti yang sah adalah : (a)

Keterangan Saksi (b) Keterangan ahli (c) Surat, (d) Petunjuk (e) Keterangan
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terdakwa.
Seharusnya  Prosedur  pelayanan pada  alur  penerimaan
laporan/pengaduan menunggu waktu beberapa hari untuk datang kembali

untuk mengambil jawaban surat permohonan p oran. Pada Kenyataannya

sehingga sulit untuk di detel ku dan hukum yang berlaku. Sebaiknya
petugas dalam melakukan pelayanan khususnya pada kasus Cyber crime
memberikan informasi agar dapat mempermudah pelapor dalam memahami
prosedur dalam pelaporan dan tindak kejahatan Cyber Crime.

Pada Kenyataannya dari hasil wawancara Perwira menengah Subdit
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V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang dilaksanakan pada
tanggal 4 maret 2022 yang menyatakan bahwa :

“Prosedur pelaporan yang pertama pelapor mendatangi kantor
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau biasanya di arahkan
ke laporanspengaduan dahulu buk karena'kebanyakan tersangkanya
jauh dan kadang susah di cari..Pada dasarya laporan pengaduan dan
laporan_polisi (LP) proses penanganan perkaranya sama, tetapi
apabila LP terbit maka proses penyelidikan dan penyidikan nya sudah
terinput di E-MP. Jadi kalau proses penyelidikan terkendala karena
tersangkanya susah-dijcari: ataw nemor pelaku sudah tidak aktif seperti
dalam beberapa-kdsus misalnya : penipuan online, illegal akses, akun
fake, yang mana pelakunya susah dalam penyelidikan nya maka kita
buatkan laporan pengaduan agar pada saat perkaranya terkendala
tidak ada tunggakan pada E-MP,  kemudian jika kita sudah
mengetahui tersangka nya seperti perkara asusila maka kita langsung
buatkan laporan polisi agar tersangkanya langsung di tangkap, karena
syarat menangkap seseorang harus berdasarkan LP (laporan polisi) A
maupun B. Kalau sudah jadi laporan polisi akan diinput di aplikasi e-
mp (e-manajemem penyidikan) buk, aplikasi yang langsung terpusat
di Mabes Polri.”

Jadi prosedur pelayanan yang ada sedikit sulit di pahami oleh pelapor dan
dikategorikan cukup baik.

Seharusnya sikap seorang/ Petugas pelayanan harus bersungguh-sungguh
dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjaga kualitas pelayanan, Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Riau khususnya pada pelayanan laporan kasus
cyber crime juga memberikan sanksi bagi pelaksana pelayanan yang tidak sesuai
dengan SOP yang ditetapkan. Sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu
Teguran lisan atau teguran tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku setiap
menerima komplain dari pengguna layanan. Teguran tertulis berdasarkan
peraturan yang berlaku setelah diberikan teguran lisan sebanyak 3 kali. Bagi
petugas pelayanan yang sudah melaksanakan tugasnya lebih baik juga dapat

diberikan reward.
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b. Persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan
Syarat-syarat pelayanan administrasi yaitu syarat yang sudah

ditetapkan organisasi. Syarat yang diberikan oleh Direktorat Reserse

-‘g ggu jawaban
nga dijelaskan

Polda Riau

i LY

rime sebelum
rdinasi dahulu
ng dihadapi.”

Shuaan

pelapor dapat membawa bukti kejahatan yang dialaminya.

2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yaitu standar waktu yang ditetapkan oleh Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sejak saat pengajuan pelaporan sampai
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dengan penyelesaian pelaporan/pengaduan. Pelaporan ini mulai dari pembuatan

laporan pengaduan, membuat kronologis kejadian, petugas menilai laporan,

petugas menindaklanjuti pelaporan, dan sampai menerima surat jawababan tindak

lanjut pelaporan.
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pelayanan yang baik. Kalau untuk pelayanan yang cepat dan tanggap
itu masyarakat yang bisa merasakan pelayanan kami. Bagi petugas
yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya akan dikenakan
sanksi berupa siding disiplin maupun kode etik. Dan juga bagi petugas
yang berprestasi akan di berikan penghargaan, baik berupa piagam
penghargaan maupun hadiah ataupun rekomendasi melanjutkan
pendidikan”.
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Keanyataannya petugas sudah melayani masyarakat dengan baik. Dengan
adanya kebijakan kepolisian ini maka semua jajaran personil berusaha untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Biaya pelayanan

2 menyatakan
layanan dalam

yang besarnya

pertama  perlu
r dalam ketentuan
Perda  mengenai
tersebut tetap berlaku. Un ntnya dapat merumuskan analisis dan
perhitungan biaya/tarif pelayanan sebagai bahan untuk usulan perubahan
penetapan biaya lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk disesuaikan dengan
perkembangan yang ada. Dalam merumuskan biaya/tarif pelayanan perlu

mempertimbangkan, diantaranya kondisi sosial, daya beli masyarakat,



1 vdwnyo(]

u ueeyesndidg

IS.JI9AI

AP disay yepepe

nery we[sy sej

106

perkembangan harga yang terjadi, dan biaya operasional dalam proses
produksi pelayanan.

Untuk biaya/tarif pelayanan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda

" la Perwira
()

ﬂ 2022 sudah

entra Pelayanan
aporan  sesuai

hal terdapat
orban dapat

“Selama saya membuat laporan pengaduan atas kejahatan cyber crime
yang saya alami tidak ada pungutan liar disini”.

4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan contohnya tersedianya pelayanan konsultasi dan pengaduan yang
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mudah dilaksanakan.
a. Layanan konsultasi dan pengaduan yang mudah dilaksanakan
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para pelapor/korban

menyatakan ad vahagian pelapor yang tidak ngetahui adanya layanan

'ﬁ“‘& % ‘ “.“T%t‘ @ b‘ gan mendatangi

)

& 5.

.-

E -’ da pelayanan

E & gorikan baik

= S

E = diakan oleh
=

= g t administrasi

= =, erja, alat tulis

1]

g fasilitas fisik

H

ﬁ_ , tempat ibadah

AP disay yepepe
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a. Tersedianya sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan contohnya mesin
komputer, printer, proyektor, papan tulis, speaker, meja dan bangku.

b. Tersedianya Prasarana
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Prasarana merupakan alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk
meraih tujuan. Prasarana contohnya : gedung kantor, ruang tunggu, ruang
pelaporan, toilet yang memadai, tempat ibadah yang tersedia dan tempat parkir

bagi pelapor.

) empat!arﬂ'r di Polci_a-R'fau

-~

e

‘Qr{-nhasil waw:‘ancara yang dilakukan kepada p Ipor/korban yang

(A g ;
menyatalc{ ahwa : . H'ﬂ- NB ﬁs{l
\ T
“Menurut saya di ruang pelaporan itu sudah
dan rapi saya merasa nyaman selama berada disi
Unsur fasili Q 2 @y ting terbukti fasilitas yang

tighdisediakan san
Ny .
telah di sediakan oleh Dire (kg\tj_igsg;siaiminal Khusus Polda Riau sudah

dikategorikan nyaman sesuai standar yang sudah ditetapkan sehingga

membuat pelapor menikmati fasilitas yang telah diberikan.
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pelayanan.

beban/volume, sifat

dalam proses penyelenggaraan pela

Pada kenyataanya berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pada
Panit Subdit V tanggal 5 Maret 2022 yang menyatakan bahwa :
“Khususnya pada proses penyelidikan perlu ditambah petugas karena

kurangnya kompetensi petugas kepolisian mengenai informasi dan
transaksi elektronik sehingga polisi membutuhkan peran saksi ahli”
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Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Riau belum semuanya terpenuhi seperti

kurangnya petugas yang yang memiliki kompetensi di bidang saksi ahli pada

gas pelayanan
>ngan prosedur.

hingga

b. Pengetahuan dan Keterampilan yang sesuai

Keterampilan bermakna kepada kemampuan bekerja sesuai dengan
bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.
Keterampilan (Competence) maksudnya adalah merujuk kepada skill.

Kompetensi yang dipahami selama ini adalah 3 jenis kemampuan, yaitu
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pengetahuan (knowledge, science), keterampilan teknis (skil/, teknologi) dan
sikap perilaku (attitude).
Kemampuan bekerja didukung oleh pengetahuan terhadap orientasi

tugas pekerjaan ng menjadi tanggung jawa egawai tersebut. Adanya

terhadap prosedur pelayanan Adminstrasi yang dilakukan kepada pelapor adalah

sebagai berikut :
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Tabel 5.1 : Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Laporan

1 vdwnyo(]
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No Pertanyaan Jawaban Puas/Tidak
Baik Kurang | Tidak Puas
baik Baik
1 Apakah  pada  saat  melakukan 3 Puas
pelaporan/pengaduan secara langsung,
anda meneri tanda terima
dﬂ;m e - _—
e ‘W‘i“‘ “‘l 3 Kurang
- AN A
'. Puas
an ini
R ﬁeﬁag | ‘
pada ‘unit pela ' Kurang
' puas
' Puas
' Puas
il
o Puas
> Tidak puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Apakah petugas pelayanan pada u Puas
bersikap sopan dan ramah dalam
melayani?
16 | Apakah pelayanan yang diberikan 3 Puas
petugas menunjukan keinginan untuk
membantu pelapor?
17 | Apakah pelayanan yang diberikan 2 1 Kurang
penyidik sudah sesuai dengan harapan Puas
pelapor?
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Dari tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar pelayanan
sudah dikategorikan baik tetapi dalam membuat laporan pengaduan tidak semua
prosedur pelayanan dapat diikuti dan masyarakat merasa kurang puas dengan

pelayanan yang dib an. Tetapi ada sebahagian pelayanan yang perlu di benahi

nsi di bidang
. Salah satu
n kasus cyber

informasi dan

2) Kurangnya dokumen buk

Kurangnya dokumen bukti pendukung yang dimiliki pelapor. Dokumen
bukti cenderung mudah dihilangkan atau data tersebut terlebih dahulu
dihapus oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui dirinya telah

dilaporkan. Dokumen pendukung seperti bukti transaksi apabila terjadi
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tindak pidana penipuan online, atau bukti screenshoot chat dengan

pelaku atau bukti screenshoot dokumen yang di print sebagai alat bukti

pendukung.

ang berbelit-belit

ikan.

Sosialisasi  kep araka an agar masyarakat lebih
mengetahui tindak pidana crime. Dengan demikian masyarakat
dapat membantu kinerja kepolisian dalam hal memberikan informasi
apabila mengetahui /melihat tindak pidana cyber crime disekitar mereka

sebaiknya masyarakat tidak enggan untuk melaporkan kasus tindak pidana

cyber crime yang dialami.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

yang ada di
ukup mudah

sesuai dengan

dilakukan oknum.

d)  Produk layanan yang disediakan oleh Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Riau sudah ada dan dikategorikan cukup baik karena
masih adanya pelapor tidak mengetahui tersedianya layanan konsultasi

pada saat pelapor membuat laporan pengaduan.
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e) Sarana dan prasarana yang tersedia oleh Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Polda Riau sudah dikategorikan baik dan sesuai dengan standar

yang ditetapkan.

f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan-yaitu Sikap yang baik dan

pa saran dari

1) Sebaiknya -Res ] P Riau membuat SOP

2) Di at Rese , sarankan memberikan

3) Direktorat Reserse Krimina s Polda Riau khususnya Subdit V lebih
memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana cyber
crime yang mana ruang lingkup kejahatan cyber crime bersifat universal

melintasi batas negara sehingga sulit untuk di deteksi pelaku dan hukum yang

berlaku.
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